
IMPLENTASI DAN 
HASIL EVALUASI PUG

KAB/KOTA JAWA TENGAH 



PENDUDUK INDONESIA, TAHUN 2021

273,9 Juta Jiwa
Sumber: Dukcapil Kemendagri, 2021

49,5%
Perempuan

50,5%
Laki-laki

53,6%
perempuan berada di usia 

produktif

Anak
84,4 juta

(31,6%)

Keluarga 

91,2 juta

Sumber: BPS, 2020

Sumber: Susenas, 2020

Total Perempuan dan Anak 65,2% 🡺 POTENSI BANGSA



Komitmen  

Pemenuhan  

Hak-Hak Dasar  

Perempuan

Komitmen Global Komitmen Nasional

CEDAW (1984)

Beijing Platform for Action (1995)

SDGs 2030

RPJPN 2025-2045 

RPJMN 2025-2029

Inpres Nomor 9 

Tahun 2000

Membangun SDM 

pekerja keras 

yang dinamis  

produktif, 

terampil, 

menguasai ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi  

didukung dengan 

kerja sama 

industri dan 

talenta global

Pembangunan 

SDM

Perlindungan dan  pemenuhan hak yang  

setara bagi seluruh rakyat Indonesia,  

termasuk perempuan dan anak telah  

diamanatkan dalam Konstitusi UUD  Negara 

RI Tahun  1945

Strategi 

Peningkatan 

Kesetaraan 

Gender, 

Pemberdayaan, 

dan Pelindungan 

Perempuan 

1. Percepatan pelaksanaan PUG di K/L, Pemda dan

desa melalui penguatan regulasi dan perbaikan tata

kelola

2. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan

3. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif

4. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan KtP

5. Penguatan tata kelola layanan, melalui penguatan

regulasi, peningkatan kapasitas SDM lembaga

layanan

Pengarusutamaan 

Gender dalam 

Pembangunan Nasional

Prinsipnya, equal justice for all atau kesetaraan keadilan bagi

semua, hukum tidak membedakan seorang atau diskriminasi

berbasis gender.



Dasar Hukum PUG

.

Instruksi Presiden No. 9Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Mengamanatkan pengintegrasian gender ke

dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.

Kepmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan di Daerah => diperbarui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

Permenkeu No. 104 Tahun 2010 dan Permenkeu No. 93 Tahun 2011 => Implementasi ARG diperluas ke bidang sosial,

ekonomi, dan politik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045 =>“mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender,

dan masyarakat inklusif” merupakan salah satu dari 9 arah Transformasi Sosial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015

tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990).

Surat Edaran Nomor Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Tahun 2024 tentang

Percepatan Penyelenggaraan Pengarusutaaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Draf Permen PPPA tentang Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi PUG (Proses Harmonisasi)



Indikator Capaian Implementasi 
PUG

I P G
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 

2022: 91,63 => 19 provinsi memiliki IPG di 

bawah IPG Nasional

I K G
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 

Tahun 2022: 0,459 =>  

• Ranking 110 dari 191 Negara

• Ranking 7 dari 10 Negara ASEAN

• Ranking 18 dari 19 Negara G20 



• Ketimpangan gender mengalami penurunan
(baik), IKG tahun 2023 sebesar 0,447 turun
dari tahun 2019 0,49

Indeks Ketimpangan Gender

0.49

0.472
0.465

0.459

0.447

2019 2020 2021 2022 2023

Proporsi perempuan pernah kawin 
15-49 tahun yang saat melahirkan 

hidup pertama berumur kurang 
dari 20 tahun (MHPK20)

Masih 

mencapai  

0,258 

(2023)Sumber: BPS, 

2024

Proporsi perempuan usia 15–49 
tahun yang melahirkan hidup 

tidak di fasilitas kesehatan (MTF)

Masih 

mencapai  

0,126 

(2023) Persentase Penduduk 25+ laki-
laki & perempuan dgn 

pendidikan SMA ke atas

: 42,26%
: 37,60%

(2023)

baru 

mencapai 
35,02% 
(2023)

Proporsi Perempuan di Posisi 
Managerial 

Kondisi Umum Kesetaraan 
Gender, Pemberdayaan, dan 
Perlindungan Perempuan





Kondisi Umum Kesetaraan 
Gender, Pemberdayaan, dan 
Perlindungan Perempuan

• Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia semakin
berkurang. Hal ini terlihat dari capaian IPG yang mengalami peningkatan
dalam 5 tahun terakhir.

• IPG Indonesia pada tahun 2023 sebesar 91,85 mengalami peningkatan (0,22
poin) dibandingkan tahun 2022 sebesar 91,63 Peningkatan nilai IPG
disebabkan peningkatan IPM perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki
sehingga kesenjangannya menurun. Capaian ini telah melebihi target yang
ditetapkan pada RPJMN dan Renstra Kemen PPPA tahun 2024 yaitu 91,39.

• Peningkatan IPG ini dapat terlihat dari capaian dimensi dan indikator-
indikator pembentuknya. Beberapa indikator pembentuk IPG yang sudah
baik capaiannya adalah perempuan (74,18 tahun) berumur lebih panjang
dibandingkan laki-laki (70,17 tahun) dan tidak ada perbedaan peluang
lama sekolah antara perempuan (13,33 tahun) dan laki-laki (12,98 tahun).
Sedangkan, indikator pembentuk IPG yang yang masih perlu diperjuangkan
adalah lama sekolah perempuan (8,48 tahun) lebih rendah dibandingkan
dengan laki-laki (9,07 tahun) sehingga perlu ditingkatkan dan
perekonomian masih di dominasi oleh laki-laki (pengeluaran perkapita
untuk laki-laki sebesar Rp. 16.738 dalam ribu rupiah per orang per tahun
sedangkan perempuan sebesar Rp. 9.578 dalam ribu rupiah per orang per
tahun atau mempunyai ketimpangan Rp. 7.157 dalam ribu rupiah per
orang per tahun.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

91.07 91.06

91.27

91.63

91.85

2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: BPS, 2024



Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Kekerasan Terhadap 
Perempuan (KTP)

• SPHPN menunjukan bahwa Prevalensi

kekerasan terhadap perempuan menurun dari

tahun 2016 sebesar 33,4% menjadi 24,1% pada

tahun 2024,

Pemotongan/ 
Pelukaan Genitalia 
Perempuan (Sunat 

Perempuan)

• 21,3% anak perempuan dari perempuan 15-49  

yang tinggal bersama dan menjalankan praktik 

sunat perempuan kriteria WHO

• 33,7% anak perempuan dari perempuan 15-49 

yg tgl bersama, menjalankan secara simbolis

• Prevalensi KBGO terhadap perempuan oleh 

selain pasangan selama hidup sebesar 11% 

pada 2021 dan 7,5% pada 2024
KBGO 

Berdasarkan data Simfoni jumlah laporan KtP meningkat
sepanjang 2019-2024, tahun 2024 terdapat 31.947 kasus & korban
34,552 orang

Tindak Pidana 
Perdagangan 
Orang (TPPO)

• 357 korban perempuan TPPO dari total 640 

korban (Bareskrim Polri, 2023)



Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) 
PROVINSI JAWA TENGAH





Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

”Menjadi tugas kita bersama untuk 

memastikan terciptanya kebijakan, 

program dan kegiatan yang responsif 

gender”

Tidak adanya 
diskriminasi 

antara 
perempuan 
dan laki-laki

Akses yang sama dalam 
program/kegiatan

Aktif dalam berpartisipasi dan 
kontrol atas pembangunan 

Kesetaraan di 
berbagai bidang 
pembangunan

Integrasi perspektif gender atau pengalaman,

aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan

dan laki-laki ke dalam seluruh tahapan pembuatan

kebijakan dan program pembangunan



KERANGKA KERJA LOGIS PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER

Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, Sarana dan Prasarana

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan responsif gender di berbagai sektor 

pembangunan disusun, dianggarkan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan diawasi

Pendidikan Perlindsos Politik Ekonomi Perdamaian dan Kesehatan Hukum Agama 

Budaya(Naker, UKM0 Keamanan

Berbagai hasil langsung dari Urusan/Program/Kegiatan/subkegiatan responsif gender di 

berbagai sektor Pembangunan

• Meningkatnya rata-rata lama sekolah (data terpilah)

• Meningkatnya angka harapan hidup (data terpilah)

• Meningkatnya TPAK Perempuan

• Meningkatnya partisipasi politik perempuan

• Menurunnya kekerasan terhadap perempuan

Sasaran Pembangunan Kesetaraan Gender (RPJMN 2025-2029)

• Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender

• Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender

INPUT

PROSES

OUTPUT

OUTCOME

IMPACT

Kontribusi RO berbagai K/L

dan Perangkat Daerah di 

Prov/Kab/Kot

Kesetaraan Gender

Strategi PUG 

(Mainstreaming)

Sumber: KPAPO Bappenas



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2023)

ARAH KEBIJAKAN:

Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses  

pembangunan secara komprehensif

Penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan  mengurangi 

kesenjangan kelompok rentan, melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, 

pemberdayaan perempuan di ekonomi, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif;

Penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial
yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan

pengetahuan, peningkatan

transparansi dan akuntabilitas, pengembangan mekanisme

insentif, dan pelibatan vibrant  community.

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu

orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (no one left behind)

0,150

(2045)

Indeks Ketimpangan  

Gender (IKG)

0,458

(2025)

IE14 - Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 



No Alasan Revitalisasi PUG Dampak Positif Revitalisasi PUG

1
Ketimpangan gender stagnan selama 20 

tahun.

Kebijakan responsif gender di semua sektor

pembangunan.

2
Missing link antara perencanaan jangka 

menengah dan tahunan.

Perencanaan tersambung dengan GAP 4 langkah &

Gender Action Budget (GAB)/TOR RG.

3
PUG belum diterapkan secara menyeluruh 

terbatas di PPRG

Penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui

indikator gender di seluruh proses pembangunan

4

Kelembagaan PUG lemah dan kurang 

koordinasi. Tidak ada rencana kerja pokja & 

tidak dipantau

Koordinasi kelembagaan PUG yang lebih kuat dan

terintegrasi.

5
Pendanaan terbatas dan tidak 

berkelanjutan.

Pendanaan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas

pihak.

6 SDM kurang terlatih dalam penerapan PUG.
Peningkatan kapasitas SDM dan kompetensi aparatur

pemerintah.

7
Partisipasi masyarakat rendah, terutama 

kelompok rentan.

Partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan

kelompok rentan.

8
Tidak sesuai regulasi terbaru (PP 17/2017, 

UU 23/2014).

Keselarasan dengan regulasi nasional dan percepatan

pencapaian SDGs (Tujuan 5).
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INDIKATOR EVALUSI PUG 
No Dimensi Indikator

I PELEMBAGAAN PUG  (120) 1.REGULASI/KEBIJAKAN
2. SDM DAN INTERNALISASI
3. DATA TERPILAH

II INTEGRASI PUG DALAM 7 PROSES PEMBANGUNAN (780) 1. PERENCANAAN
2. PENGANGGARAN
3. PELAKSANAAN

a. Output yang mendukung Pemberdayaan Perempuan
b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 

(LPLPP)
c. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
d. Ketersediaan Layanan bagi perempuan korban kekerasan
e. Ketersediaan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP)
f. Peningakatan Keluarga dalam mewujudkkan KG
g. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Keluaga (LPLPKK)
h. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG
i. Program Pembagangunan Berbasis Kewilayahan
j. Outcome Penyelenggaraan PUG
k. Ketersediaan Sarana dan Prasarana RG
l. Pembinaan Pemda Kab/Kota kepada D/K
m. DKRPPPA

4. PEMANTAUAN
5. EVALUASI
6. PENGAWASAN
7. PELAPORAN

III INOVASI (100)
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PENGANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (PPE) MENURUT 
KATEGORI

PRATAMA : 501 – 600

MADYA : 601 – 700

NINDYA : 701 – 800

UTAMA : 801 – 900

MENTOR : > 900



PETA SEBARAN PEROLEHAN PENGANUGERAHAN PARAHITA EKAPRAYA 2023 



PERBANDINGAN PEROLEHAN 
PENGHARGAAN 

TAHUN 2016 s.d 2023

KATEGORI

APE 2016 APE 2018 APE 2021 PPE 2023

K/L PROV KAB/KOTA K/L PROV KAB/KOTA K/L PROV KAB/KOTA K/L PROV KAB/KOTA

MENTOR 4 6 5 6 4 4 7 4 4 3 2 3

UTAMA 3 4 19 1 8 36 0 13 59 4 4 12

NINDYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 40

MADYA 2 4 41 1 8 75 6 4 91 2 6 82

PRATAMA 3 3 19 0 2 44 0 8 112 2 5 100

TOTAL 12 17 84 8 22 159 13 29 266 12 25 237



HASIL PROVINSI 2022



HASIL PROVINSI 2023



UPDATE JADWAL TENTATIVE PPE 2025

No KEGIATAN TANGGAL KETERANGAN 

1. Rapat Koordinasi PPE 14 Mei 2025 Luring: Dep PHP, Dep KG & SKM

2. Penyelesaian VA (terakhir) 22 Mei 2025 Dep PHP, Dep KG diakses melalui

https://bit.ly/masukanindikatorPPE2025

3. Update Aplikasi dan Ujicoba 7 Maret s.d Minggu 30 Mei 2025 Tim Aplikasi dan Ujicoba online: ke K/L/PD

4. Bimtek Internal 26 JUNI 2025 Online

5. Bimtek Pengisian Evaluasi PUG

bagi K/L dan Provinsi, Kab/Kota

MINGGU KE 4 SEPTEMBER 2025 Online

6. Evaluasi Mandiri K/L/PD OKTOBER 2025 Dapat diakses melalui aplikasi:

evaluasipug.id

7. Verifikasi Administrasi MINGGU KE 1-2 NOVEMBER 2025 Dep PHP dan Dep KG

8. Verifikasi Lapangan MINGGU 3-4 NOVEMBER Online

9. Verifikasi Final MINGGU 1 DESEMBER 2025 Online

10. Pemberian Penghargaan 22 Desember 2025 PHI

https://bit.ly/masukanindikatorPPE2025


HASIL 

KABKO

TA 

2022



HASIL 

KABKO

TA 

2022

















KETENTUAN SKOR 

INOVASI



Catatan : Evaluasi PUG di isi pertahun pengharggannya 2 th sekali

HP 08122582854

SARAN DAN REKOMENDASI

1. Penguatan Koordinasi dan Keterlibatan Pokja PUG

a. Perlu disusun rencana kerja Pokja PUG yang konkret, terarah, dan terintegrasi dengan

program kerja masing-masing unit.

b. Kepemimpinan Pokja PUG sebaiknya dikomandoi langsung oleh SEKDA untuk

memastikan pengambilan keputusan strategis lintas PD

c. Pengisian instrumen evaluasi harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota

Pokja, bukan hanya dibebankan kepada DP3A.

d. Hasil evaluasi PUG perlu diposisikan sebagai bahan refleksi kolektif, bukan untuk

mencari kesalahan, melainkan untuk perbaikan sistemik ke depan.

2. Ketidaksesuaian Dokumen

Banyak dokumen yang dikumpulkan tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis),

menunjukkan perlunya:

1) Peningkatan pemahaman operator dan pejabat approver;

2) Peningkatan akurasi dan validitas dokumen yang dilampirkan;

3) Pembekalan ulang terkait pengisian format yang sesuai standar evaluasi PUG.



Perempuan Berdaya

Anak Terlindungi

INDONESIA EMAS 2045

35













Semula: GAP 9 Langkah Revisi: GAP 4 Langkah 

41



FORMAT GENDER ACTION BUDGET PETUNJUK PENGISIAN GENDER ACTION BUDGET : 
LAMPIRAN II PMK No 62 Tahun 2023 halaman 359



1. Dasar Hukum.........................................................................................(15)

Uraikan kerangka hukum yang mengamanatkan unit kerja/eselon I/II kepada RO yang diusulkan. Kerangka hukum harus

memasukkan setidaknya satu peraturan perundangan terkait kesetaraan gender, misalnya (i) Komitmen Internasional yang

diadopsi secara formal oleh negara, seperti dalam (CEDAW, SDGs) dan (ii) salah satu dari Dokumen Perencanaan Negara

seperti RPJP, RPJMN, RKP dan/atau Renja.

2. Gambaran Umum …………………………………………………………………………........(16)

1. jelaskan analisis konteks/situasi laki-laki dan perempuan dari RO yang diusulkan, dilengkapi dengan data

terpilah/data yang relevan termasuk apakah terdapat kesenjangan pada A,P, K, M pada pelaksana/penerima manfaat

secara tepat.

2. menjelaskan apa definisi operasional dari RO responsif gender yang diusulkan, yaitu menjelaskan apakah,mengapa

dan bagaimana RO ini disebut sebagai RO yang responsif gender

3. jelaskan bagaimana RO ini akan berkontribusi dalam melaksanakan Pembangunan kesetaraan gender, termasuk

rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan ruang lingkup RO

B. Penerima Manfaat...................................................................................(17)

Jelaskan penerima manfaat RO yang diusulkan, baik langsung maupun tidak langsung, jika berlaku. Untuk setiap kategori, 

sertakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin/daerah/kelompok umur.

C. Strategi untuk Mencapai Keluaran (Output) 

Metode Pelaksanaan ..................................................................................(18)

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan................................................................(19)

Metode dan Tahapan Pelaksanaan menjelaskan rencana aksi dalam mengintegrasikan aspek gender sesuai dengan 

karakteristik Grup KRO dan satuan RO




